
LAMPIRAN SIARAN PERS KINERJA KPK TAHUN 2017 

1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 

 

No Uraian s/d Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah 

                
per 20 Des 

2017 
  

1 
Pendapatan jasa 
lembaga keuangan/ jasa 
giro 

8.057.999.852 1.292.792.909 600.672.267 646.497.144 630.774.784 661.303.698 96.432.373 11.986.473.027 

                    

2 
Pendapatan Hasil 
Denda 

5.830.000.001 1.050.000.000 720.000.000 0 1.300.000.000 550.000.000 475.000.000 9.925.000.001 

                    

3 
Pendapatan ongkos 
Perkara 

385.000 17.500 57.000 75.000 125.000 60.000 42.500 762.000 

                    

4 
Pendapatan Penjualan 
Hasil lelang Tindak 
Pidana Korupsi 

365.572.000 40.208.666.000 431.296.000 0 0 445.000.000 1.311.380.000 42.761.914.000 

                    

5 
Pendapatan Uang 
Sitaan TPPU yang Telah 
Ditetapkan Pengadilan 

298.100.000 0 0 0 0 0 0 298.100.000 

                    

6 
Pendapatan Penjualan 
Hasil Lelang Tindak 
Pidana Pencucian Uang 

23.203.832.893 0 769.195.000 0 11.110.141.000 1.994.200.000 2.274.307.000 39.351.675.893 

                    

7 
Pendapatan uang sitaan 
hasil koripsi yang telah 
ditetapkan pengadilan 

37.075.070.710 0 3.591.797.500 8.709.076.900 245.443.795 0 3.474.000.000 53.095.388.905 

                    



8 

Pendapatan uang 
pengganti tindak pidana 
korupsi yang ditetapkan 
pengadilan 

9.051.857.500 7.293.355.795 899.214.830 229.722.347 3.726.756.070 1.110.000.000 8.360.212.500 30.671.119.042 

                    

9 
Pendapatan Gratifikasi 
yang ditetapkan KPK 
menjadi milik Negara 

1.290.803.263 209.205.591 321.458.130 2.203.301.938 155.167.348 167.640.980 58.373.500 4.405.950.750 

                    

                    

  
Jumlah disetor ke Kas 
negara 

85.173.621.219 50.054.037.795 7.333.690.727 11.788.673.329 17.168.407.997 4.928.204.678 16.049.747.873 192.496.383.618 

 

 

2. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) 

a. KEPATUHAN LHKPN 

NO INSTANSI 
WAJIB LAPOR 

TOTAL SUDAH LAPOR 
BELUM PERNAH 

LHKPN LAPOR LHKPN 

1 EKSEKUTIF 252,446 198,639 78.69% 53,807 21.31% 

2 

LEGISLATIF 14,144 4,379 30.96% 9,765 69.04% 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 131 118 90.08% 13 9.92% 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) 552 532 96.38% 20 3.62% 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) 4 4 100.00% 0 0.00% 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
(DPRD) 

13,457 3,725 27.68% 9,732 72.32% 

3 YUDIKATIF 19,721 18,67 94.67% 1,051 5.33% 

4 BUMN/BUMD 29,25 24,127 82.49% 5,123 17.51% 

TOTAL 315,561 245,815 77.90% 69,746 22.10% 

 

 

 



3. GRATIFIKASI 

 

STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI PERIODE JANUARI S/D 30 NOVEMBER TAHUN 2017 

       
STATUS 

*) 
UANG (RP) 

BERBENTUK 
BARANG 

(SENILAI RP)  
MATA UANG ASING 

BERBENTUK BARANG 
(SENILAI MATA UANG 

ASING) 

Milik 
Negara 

1.283.972.750 109.704.230.878 

USD 
       

50.613,80  
 
USD  

         2.650,00  

SGD 
     

211.182,60  
 JPY                      -    

AUD 
              

91,00  
 
SGD                      -    

HKD 
         

1.427,00  
 
THB                      -    

GBP 
            

239,80  
 
CNY                      -    

EUR 
            

462,00  
    

MYR 
                      

-  
    

SAR 
         

1.000,00    
  

KRW 
            

270,00    
  

CHF 
         

6.000,00    
  

Milik 
Penerima 

20.903.156.650 4.049.931.624 

USD 
       

30.409,05  
  

  

SGD 
         

6.237,39      

AUD 
            

319,00      

PHP 
            

100,00      

JPY              



5.000,00  

EUR 
            

308,00      

MYR 
                

1,00      

CNY 
            

100,00      

GBP 
            

160,20      

ILS 
                      

-      

QAR 
                      

-  
  

  

CHF 
                      

-  
  

  

KRW 
     

150.000,00  
  

  

SAR 
                      

-  
  

  

HKD 
            

623,00      

      
      

Catatan :  
*) Berdasarkan SK yang terbit mulai 01 Januari s.d. 30 
November 2017 

  
        

4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG) 

a. KAJIAN 

 

NO 
SEKTOR 

STRATEGIS KEGIATAN/PENCAPAIAN 

1 
Sumber Daya 
Alam 

Sektor Kehutanan: 

  

KPK bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 

Kajian Kehutanan di Kalimantan Barat 

Peninjauan terhadap eksploitasi hutan di Papua 



Terintegrasinya SIPUH dengan sistem di Dirjen PHPL dan SIMPONI dari DJPB 

Peningkatan Kawasan Hutan oleh KLHK 

Terbitnya Perpres 88/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 

Sektor Minerba: 

  

KPK bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Bea Cukai, 
Ombudsman RI, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 

Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor minerba sebesar Rp1,1 Triliun per Oktober 2017 

Koordinasi penyelasaian IUP Pulau - Pulau Kecil 

Pencabutan/Pemblokiran/Penertiban 5000 IUP dan Badan Usaha Hilir Migas 

2 
Minyak dan 
Gas Bumi  

Sektor Migas: 

  

KPK bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina 

Peninjauan Proyek Kilang RDMP Balikpapan  

Implementasi Sistem Operasi Terpadu (SOT) di Pertamina EP 

Praktek Teknik Quantity Assurance di Pertamina EP Prabumulih 

Pembenahan Pengelolaan Data Subsurface Migas  

Debottlenecking Mega Proyek di PT. Pertamina (Proyek Kilang, Proses Likuidasi Petral, dll) 

Implementasi SOT di SKK Migas  (Pelaporan operasi produksi di SKK Migas 100%) 

3 Kesehatan 

Sektor Kesehatan: 

  

KPK bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS  

Terbentuknya Tim Gabungan Penanganan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional 

Diluncurkannya mobile JKN oleh BPJS Kesehatan 

Diberikannya akses belanja e-catalog bagi Faskes Swasta 

KPK mendapatkan penghargaan dari Menkes atas kegiatan pencegahan korupsi di JKN 

Peningkatan kepatuhan penyampaian  Rencana Kebutuhan Obat (RKO)  

4 Pangan Sektor Pangan: 



  

KPK bersama Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Pertanian 

Kajian komoditas strategis bawang putih 

Kajian gula kristal rafinasi 

Field review pengembangan ayam ras 

Reevaluasi pemberlakuan Permendag tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang 

Mendorong Persiapan Peraturan Presiden tentang Moratorium Alih Fungsi Lahan 

Mendorong inisiatif pabrik gula untuk mencari lahan tanam tebu untuk memenuhi kewajiban 

5 Infrastruktur 

Sektor Infrastruktur: 

  

KPK bersama Kementerian ESDM, PT. PLN dan Kementerian PUPR 

Kajian Infrastruktur Kelistrikan EBT 

Kajian Preservasi Jalan 

Dukungan Program efisiensi PLN yang bebas fraud 

Teridentifikasi rooth cause korupsi di Pembangunan Jalan (jalan Nasional) 

Identifikasi Potensi Korupsi di Program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 

6 

Reformasi 
Birokrasi dan 
Penegakan 
Hukum  

Sektor RB dan Penegakkan Hukum: 

  

KPK bersama Kementerian PAN RB, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP dan BKN 

Pemantauan Penerimaan Mahasiswa IPDN 

Pelatihan Petugas Survei Penilaian Integritas (SPI) 

Mendorong Value for Money untuk PBJ 

SPI (Survei Penilaian Integritas) menstimulus pembangunan integritas di organisasi 

Identifikasi Remunerasi Jabatan Rawan Korupsi 

7 Pendidikan  

Sektor Pendidikan: 

  

KPK bersama Kemendikbud dan Kemenag 

Peninjauan Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kabupaten Goa 

Peninjauan Pendidikan Islam di Madrasah Lampung Tengah 

Pembangunan Sistem Penelitian Terpusat di Kementerian Agama 

Penertiban Asset Mangkrak di lingkungan DIKTI 



Penyederhanaan Satuan Kerja di Kementerian Agama 

 

 

 

5. PENGADUAN MASYARAKAT 

a. REKAPITULASI 

URAIAN 

BULAN JUMLAH 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 
 

Laporan Terima 580 502 569 448 531 335 432 547 509 599 480        5.532  

Laporan Selesai Verifikasi 580 502 569 448 531 335 432 547 509 599 480        5.532  

Laporan Selesai Telaah 
    241  

    
157  

    
159  

    
109  

    
141  

      
87  

    
122  

    
152  

    
147  

    
168  

    
121  

  
     1.604  

Laporan File 
    336  

    
345  

    
406  

    
339  

    
390  

    
247  

    
306  

    
392  

    
355  

    
418  

    
341  

  
     3.875  

 

b. HASIL VERIFIKASI 

URAIAN 
Bulan 

Jumlah 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 

Indikasi Non TPK 
    234  

    
184  

    
205  

    
176  

    
207  

    
156  

    
166  

    
206  

    
191  

    
232  

    
186  

  
     
2.143  

Indikasi TPK 
    346  

    
318  

    
364  

    
272  

    
324  

    
179  

    
266  

    
341  

    
318  

    
367  

    
294  

  
     
3.389  

 

 



PROVINSI 
Tahun Jumlah 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 
 

BALI 
       
2  

       
2  

       
5  

       
8  

       
6  

       
3  

       
5  

       
3  

       
9  

       
6  

       
6  

  
           
55  

BANTEN 
      
24  

      
14  

      
13  

      
14  

      
17  

       
6  

      
11  

      
15  

      
18  

      
13  

      
13  

  
         
158  

BENGKULU 
       
4  

       
6  

       
5  

       
6  

       
7  

       
9  

      
17  

      
15  

      
10  

      
18  

       
9  

  
         
106  

D.I. YOGYAKARTA 
      
12  

       
1  

       
1  

       
2  

       
4  

       
2  

       
2  

      
-    

       
6  

       
2  

       
2  

  
           
34  

DKI JAKARTA 
      
50  

      
67  

      
79  

      
60  

      
75  

      
46  

      
55  

      
83  

      
78  

    
101  

      
66  

  
         
760  

GORONTALO 
      
-    

       
5  

      
-    

       
1  

      
-    

      
-    

      
-    

       
2  

       
2  

       
4  

       
2  

  
           
16  

JAMBI 
      
11  

       
6  

      
18  

       
9  

       
7  

       
6  

      
14  

      
20  

      
14  

       
9  

       
9  

  
         
123  

JAWA BARAT 
      
65  

      
40  

      
57  

      
48  

      
47  

      
34  

      
39  

      
50  

      
56  

      
56  

      
50  

  
         
542  

JAWA TENGAH 
      
43  

      
39  

      
44  

      
24  

      
32  

      
19  

      
28  

      
31  

      
33  

      
45  

      
29  

  
         
367  

JAWA TIMUR 
      
58  

      
57  

      
68  

      
38  

      
44  

      
31  

      
45  

      
55  

      
64  

      
55  

      
49  

  
         
564  

KALIMANTAN BARAT 
       
5  

       
8  

       
9  

      
15  

       
9  

       
2  

       
5  

       
8  

      
11  

      
10  

       
7  

  
           
89  

KALIMANTAN SELATAN 
      
14  

       
7  

       
9  

      
23  

      
13  

       
6  

      
16  

      
10  

       
7  

      
24  

      
14  

  
         
143  

KALIMANTAN TENGAH 
       
8  

       
8  

      
12  

       
8  

      
12  

       
3  

       
5  

       
5  

       
5  

       
8  

      
12  

  
           
86  

KALIMANTAN TIMUR 
      
10  

      
14  

       
9  

      
14  

      
13  

      
11  

      
13  

      
20  

       
9  

      
16  

       
7  

  
         
136  

KALIMANTAN UTARA 
       
3  

       
2  

      
-    

       
3  

       
5  

      
-    

       
1  

      
-    

       
2  

       
3  

      
-    

  
           
19  



KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
       
5  

       
5  

       
3  

       
2  

       
1  

      
-    

       
3  

       
4  

       
1  

       
3  

      
-    

  
           
27  

KEPULAUAN RIAU 
       
7  

       
5  

       
4  

       
5  

       
4  

       
7  

       
4  

       
3  

       
3  

       
8  

       
3  

  
           
53  

LAMPUNG 
      
15  

       
5  

      
11  

      
10  

       
7  

       
8  

       
5  

      
14  

       
9  

      
11  

      
13  

  
         
108  

LUAR NEGERI 
       
1  

      
-    

      
-    

      
-    

      
-    

      
-    

      
-    

       
1  

       
1  

      
-    

       
2  

  
             
5  

MALUKU 
       
2  

       
7  

       
8  

       
5  

       
5  

       
2  

      
12  

       
5  

       
7  

       
5  

       
3  

  
           
61  

MALUKU UTARA 
       
3  

       
2  

       
2  

       
1  

       
2  

      
-    

       
1  

       
1  

       
4  

       
4  

       
3  

  
           
23  

NANGGROE ACEH DARUSALAM 
       
5  

       
6  

      
10  

       
4  

       
9  

       
6  

       
8  

       
6  

       
6  

       
7  

       
7  

  
           
74  

NUSA TENGGARA BARAT 
       
6  

       
3  

       
2  

       
2  

       
9  

       
4  

       
9  

       
7  

       
6  

       
6  

       
7  

  
           
61  

NUSA TENGGARA TIMUR 
       
9  

       
3  

      
13  

      
15  

      
21  

       
9  

       
7  

      
12  

       
5  

       
9  

       
9  

  
         
112  

PAPUA 
       
8  

      
10  

      
13  

       
3  

       
7  

       
9  

      
12  

      
19  

       
9  

       
6  

      
12  

  
         
108  

PAPUA BARAT 
       
6  

       
7  

       
6  

       
4  

       
7  

       
4  

      
10  

       
5  

       
4  

       
4  

       
1  

  
           
58  

RIAU 
      
22  

      
22  

      
24  

      
11  

      
21  

      
17  

      
13  

      
26  

      
18  

      
30  

      
16  

  
         
220  

SULAWESI BARAT 
       
5  

      
-    

       
2  

      
-    

      
-    

       
2  

       
1  

       
3  

       
1  

       
1  

      
-    

  
           
15  

SULAWESI SELATAN 
      
15  

      
17  

      
17  

       
9  

      
16  

       
6  

      
13  

      
18  

      
15  

      
15  

      
18  

  
         
159  

SULAWESI TENGAH 
       
4  

       
4  

       
4  

       
3  

       
7  

       
4  

       
2  

       
7  

       
5  

       
3  

       
6  

  
           
49  

SULAWESI TENGGARA 
       
7  

      
15  

       
9  

      
14  

      
12  

       
2  

       
7  

       
9  

       
6  

      
12  

       
8  

  
         
101  



SULAWESI UTARA 
       
6  

       
8  

      
15  

       
5  

       
7  

       
7  

      
12  

       
3  

       
7  

       
5  

       
6  

  
           
81  

SUMATERA BARAT 
      
17  

      
20  

      
11  

       
7  

      
21  

       
8  

       
9  

      
12  

       
4  

      
11  

      
18  

  
         
138  

SUMATERA SELATAN 
      
47  

      
37  

      
33  

      
35  

      
40  

      
37  

      
24  

      
30  

      
30  

      
35  

      
33  

  
         
381  

SUMATERA UTARA 
      
45  

      
50  

      
52  

      
37  

      
42  

      
23  

      
24  

      
44  

      
43  

      
53  

      
40  

  
         
453  

TIDAK SPESIFIK 
      
36  

      
-    

       
1  

       
3  

       
2  

       
2  

      
-    

       
1  

       
1  

       
1  

      
-    

  
           
47  

 TOTAL  
    
580  

    
502  

    
569  

    
448  

    
531  

    
335  

    
432  

    
547  

    
509  

    
599  

    
480  

      
-    

     
5.532  

 

c. BERDASARKAN DELIK 

 

URAIAN 
Bulan 

Jumlah 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 

Benturan kepentingan dalam pengadaan 
       3  

      
-    

       
4  

       
4  

       
3  

       
1  

       
2  

      
-    

       
2  

      
-    

      
-    

  
           
19  

Gratifikasi 
       4  

       
2  

       
7  

       
2  

       
4  

       
1  

       
4  

       
6  

       
7  

       
6  

       
2  

  
           
45  

Non TPK 
    
236  

    
185  

    
205  

    
180  

    
209  

    
157  

    
169  

    
207  

    
192  

    
235  

    
187  

  
     
2.162  

Pemerasan 
      
11  

      
10  

       
8  

       
9  

      
18  

       
6  

      
14  

      
12  

       
8  

      
22  

      
11  

  
         
129  

Penggelapan dalam jabatan 
       5  

       
1  

      
12  

       
9  

       
5  

      
-    

       
1  

       
2  

       
2  

       
3  

      
-    

  
           
40  

Penyuapan 
      
67  

      
50  

      
73  

      
45  

      
50  

      
17  

      
32  

      
13  

      
25  

      
39  

      
29  

  
         
440  

Perbuatan curang 
       1  

      
-    

       
2  

       
2  

       
7  

       
3  

      
16  

      
29  

      
30  

      
33  

      
20  

  
         
143  



Perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan wewenang yang 
mengakibatkan kerugian negara 

    
192  

    
213  

    
229  

    
179  

    
220  

    
146  

    
181  

    
272  

    
241  

    
247  

    
215  

  
     
2.335  

Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi       
61  

      
41  

      
29  

      
18  

      
15  

       
4  

      
13  

       
6  

       
2  

      
14  

      
16  

  
         
219  

 

d. TINDAK LANJUT LAPORAN KE INTERNAL KPK 

URAIAN 

Bulan 

Jumlah 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 

Layak Tindak Lanjut Telaah 
      

141  
        

85  
        

92  
        

66  
        

70  
        

53  
        

73  
        

98  
        

96  
      

103  
        

68  
  

               
945  

Tidak Layak Tindak Lanjut Telaah 
      

102  
        

72  
        

69  
        

45  
        

71  
        

35  
        

50  
        

55  
        

52  
        

66  
        

53  
  

               
670  

*) Satu pengaduan dapat lebih dari satu telaahan/tindak lanjut 
          

  

URAIAN 
Bulan 

Jumlah 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 

Bidang Lainnya 
         

4  
        

-    
         

1  
         

1  
         

1  
         

4  
         

2  
         

1  
        

-    
         

3  
         

2  
  

                 
19  

Pencegahan 
        

11  
         

6  
         

3  
         

4  
         

6  
         

4  
         

4  
         

4  
         

4  
         

7  
        

12  
  

                 
65  

Penindakan 
        

34  
        

23  
        

30  
        

25  
        

14  
        

16  
        

17  
        

18  
        

18  
        

36  
        

42  
  

               
273  

Pimpinan 
         

5  
         

4  
         

2  
         

1  
         

2  
         

2  
         

1  
         

1  
        

-    
         

2  
        

-    
  

                 
20  

TOTAL 
           

54  
           

33  
           

36  
           

31  
           

23  
           

26  
           

24  
           

24  
           

22  
           

48  
           

56  
            

-    
               
377  

*) TL internal dihitung dari jumlah Nota Dinas ke Internal yang dituju, dan rentang waktu yang digunakan adalah tanggal Nota Dinas 
    

 



e. TINDAK LANJUT LAPORAN KE EKSTERNAL 

URAIAN 
Bulan 

Jumlah 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 

BPK 
         
1  

         
4  

         
3  

        
-    

        
-    

        
-    

         
2  

         
1  

        
-    

        
-    

        
-    

  
                 
11  

BPKP 
         
2  

        
-    

        
-    

        
-    

        
-    

         
1  

        
-    

        
-    

        
-    

        
-    

         
1  

  
                   
4  

Kejaksaan 
        -    

        
-    

        
-    

        
-    

         
1  

        
-    

        
-    

         
1  

        
-    

        
-    

        
-    

  
                   
2  

Kementerian 
         
9  

         
4  

        
10  

        
15  

         
8  

         
5  

         
7  

        
15  

         
6  

         
8  

         
7  

  
                 
94  

Kepolisian 
        -    

        
-    

         
1  

         
1  

         
2  

        
-    

         
1  

         
1  

        
-    

         
2  

         
1  

  
                   
9  

Komunikasi Dengan Pelapor 
      
275  

      
155  

      
216  

      
159  

      
179  

      
132  

      
132  

      
170  

      
138  

      
220  

      
225  

  
           
2.001  

Lainnya 
         
8  

        
10  

        
13  

        
19  

        
25  

         
8  

        
47  

        
37  

        
15  

        
35  

        
15  

  
               
232  

Pemerintah Daerah 
         
9  

        
10  

        
14  

         
8  

         
4  

         
6  

         
5  

         
5  

         
5  

        
10  

         
9  

  
                 
85  

  
                        

                  
-    

TOTAL 
        

304  
        

183  
        

257  
        

202  
        

219  
        

152  
        

194  
        

230  
        

164  
        

275  
        

258  
            

-    
           
2.438  

*) TL eksternal dihitung dari jumlah Surat Keluar ke Lembaga yang dituju, dan rentang waktu yang digunakan adalah tanggal Surat Keluar 
     

 

 

 

 



f. BIDANG 

No Bidang Sub Bidang 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 

1 
Kelembagaan 
Negara/Pemerintah 

Administrasi Negara  
          
-    

          
-    

           
3  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-      

    BPK 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
1  

           
1  

          
-    

           
1  

          
-    

          
-    

          
-      

    Bank Indonesia 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
1  

          
-    

          
-      

  
  

DPD 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
5  

           
1  

          
-    

           
2  

           
1  

           
3  

          
-      

  
  

DPR 
           
1  

           
1  

          
-    

           
2  

           
6  

          
-    

           
3  

           
2  

           
5  

           
4  

          
-      

  
  

Ilmu Pengetahuan 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
2  

          
-    

           
2  

          
-    

          
-      

  
  

Kejaksaan 
          
-    

          
-    

           
6  

           
8  

           
5  

           
6  

           
9  

           
9  

         
13  

         
10  

           
8    

  
  

Kepegawaian Negara 
           
3  

           
2  

           
6  

           
5  

           
2  

          
-    

           
2  

           
3  

           
4  

           
5  

           
9    

  
  

Kepolisian 
          
-    

          
-    

           
3  

           
5  

           
9  

           
9  

           
5  

           
6  

         
11  

           
6  

           
4    

  
  

MA 
          
-    

          
-    

           
3  

          
-    

           
3  

           
1  

           
3  

           
7  

           
4  

           
3  

           
1    

  
  

Pemilihan Umum 
          
-    

          
-    

           
2  

           
1  

           
1  

           
2  

          
-    

          
-    

           
1  

           
1  

           
1    

  
  

Penanaman Modal 
          
-    

          
-    

           
1  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-      

  
  

Penerbangan dan Antariksa 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
2  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-      

  
  

Pengawas Keuangan 
          
-    

          
-    

          
-    

           
1  

           
1  

          
-    

           
1  

          
-    

           
1  

           
1  

          
-      



  
  

Pertanahan Nasional 
         
16  

         
14  

         
14  

           
5  

         
19  

           
3  

           
8  

         
11  

           
5  

           
5  

           
2    

  
  

Sandi Negara 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
1  

          
-      

  
  

Survey dan Pemetaan Nasional 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
1  

          
-    

          
-    

          
-      

  
  

TNI 
           
2  

           
1  

           
1  

           
1  

          
-    

          
-    

           
3  

           
3  

           
1  

           
1  

          
-      

Total Bidang Kelembagaan Negara/Pemerintah 
         
22  

         
18  

         
39  

         
28  

         
52  

         
23  

         
38  

         
45  

         
49  

         
40  

         
25  

          
-    

                              

2 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Agama            
3  

           
3  

           
1  

           
1  

           
3  

          
-    

           
1  

           
2  

           
3  

           
1  

          
-      

  
  

Kebudayaan dan Pariwisata           
-    

          
-    

          
-    

           
1  

           
1  

          
-    

           
1  

           
2  

           
2  

           
1  

          
-      

  
  

Kehutanan          
11  

           
4  

         
11  

           
6  

           
5  

           
3  

           
5  

           
9  

           
8  

           
9  

         
10    

  
  

Kelautan dan Perikanan            
2  

           
4  

           
1  

          
-    

          
-    

          
-    

           
2  

          
-    

           
2  

           
1  

          
-      

  
  

Kesehatan          
12  

           
6  

           
9  

          
-    

           
5  

           
1  

           
7  

           
5  

           
9  

           
1  

           
2    

  
  

Komunikasi dan Informatika           
-    

          
-    

           
1  

           
1  

          
-    

          
-    

          
-    

           
2  

          
-    

          
-    

           
4    

  
  

Lingkungan Hidup            
3  

           
7  

           
6  

           
9  

         
16  

           
9  

           
3  

         
12  

         
12  

         
13  

           
5    

  
  

Pekerjaan Umum          
40  

         
45  

         
96  

         
64  

         
61  

         
27  

         
38  

         
36  

         
14  

         
41  

         
57    

  
  

Pembangunan Daerah Tertinggal            
5  

         
12  

         
18  

         
30  

         
15  

         
15  

         
36  

         
76  

         
52  

         
43  

         
30    

  
  

Pemberdayaan Perempuan           
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
1  

          
-    

          
-    

          
-      

    Pemuda dan Olahraga                                                                                                                          



3  2  -    1  1  -    2  2  2  2  1  

  
  

Pendayagunaan Aparatur Negara            
7  

           
1  

           
3  

         
17  

           
6  

           
4  

           
1  

           
6  

           
3  

           
4  

           
3    

  
  

Pendidikan Nasional          
20  

         
12  

         
24  

         
22  

         
11  

         
11  

         
14  

         
23  

         
21  

         
19  

         
19    

  
  

Perencanaan Pembangunan Nasional            
4  

           
3  

         
12  

           
4  

           
5  

           
2  

           
1  

           
1  

           
4  

           
4  

           
6    

  
  

Perhubungan           
-    

           
1  

          
-    

           
1  

          
-    

           
2  

           
4  

           
4  

           
8  

           
1  

           
1    

  
  

Pertanian            
9  

           
7  

           
8  

           
4  

           
5  

           
4  

           
6  

         
10  

           
3  

           
6  

           
2    

  
  

Perumahan Rakyat            
2  

           
1  

         
12  

         
11  

         
10  

           
9  

           
8  

         
27  

         
25  

         
29  

         
15    

  
  

Riset dan Teknologi           
-    

          
-    

          
-    

           
1  

           
1  

          
-    

          
-    

          
-    

           
1  

           
1  

          
-      

  
  

Sosial          
37  

           
5  

           
9  

         
16  

         
18  

           
4  

         
23  

         
18  

         
37  

         
50  

         
45    

  
  

Tenaga Kerja          
15  

           
8  

           
8  

           
6  

           
8  

           
7  

         
10  

           
6  

           
9  

         
12  

           
8    

Total Bidang Kesejahteraan Rakyat 
       
173  

       
121  

       
219  

       
195  

       
171  

         
98  

       
162  

       
242  

       
215  

       
238  

       
208  

          
-    

                              

3 
Perekonomian 

Badan Usaha Milik Negara / Daerah 
         
10  

         
18  

           
7  

           
6  

         
18  

           
9  

         
12  

         
12  

         
14  

         
25  

         
16    

  
  

Energi dan Sumberdaya Mineral 
         
18  

         
17  

         
13  

           
7  

           
7  

           
3  

         
11  

         
10  

           
5  

         
17  

           
5    

  
  

Keuangan 
         
43  

         
50  

         
33  

         
26  

         
58  

         
39  

         
31  

         
26  

         
34  

         
34  

         
39    

  
  

Koperasi, Usaha Kecil & Menengah 
           
3  

           
2  

           
4  

           
2  

           
2  

           
2  

           
1  

           
2  

           
1  

           
2  

           
1    

  
  

Pengadaan Barang/Jasa 
         
50  

         
42  

         
27  

         
19  

         
29  

         
38  

         
25  

         
48  

         
53  

         
43  

         
33    



  
  

Perdagangan 
           
8  

           
5  

           
3  

           
4  

           
6  

           
5  

           
5  

           
4  

           
5  

           
4  

           
1    

  
  

Perindustrian 
          
-    

          
-    

           
3  

           
4  

           
3  

           
2  

           
1  

           
3  

           
2  

           
1  

           
2    

Total Bidang Perekonomian 
       
132  

       
134  

         
90  

         
68  

       
123  

         
98  

         
86  

       
105  

       
114  

       
126  

         
97  

          
-    

                              

4 
Politik Hukum & 
Keamanan 

Dalam Negeri 
         
24  

         
22  

         
12  

           
6  

         
15  

           
6  

         
19  

           
5  

           
2  

         
12  

           
6    

  
  

Hukum dan Hak Asasi Manusia 
       
216  

       
207  

       
208  

       
150  

       
170  

       
110  

       
127  

       
150  

       
128  

       
169  

       
132    

  
  

Luar Negeri 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
1    

  
  

Pertahanan 
          
-    

          
-    

           
1  

           
1  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

           
1  

         
14  

         
11    

Total Bidang Politik Hukum & Keamanan 
       
240  

       
229  

       
221  

       
157  

       
185  

       
116  

       
146  

       
155  

       
131  

       
195  

       
150  

          
-    

 

 

g. KATEGORI 

No Kategori 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 

1 APBD 
            
153  

            
194  

            
166  

            
121  

            
122  

              
53  

              
57  

              
53  

              
29  

              
63  

              
54    

2 APBN 
              
52  

              
51  

              
89  

              
55  

              
47  

              
15  

              
19  

              
10  

                
7  

              
30  

              
21    

3 BUMD 
                
7  

                
7  

              
14  

                
6  

              
12  

                
4  

                
4  

                
5  

                
5  

               
-    

                
7    

4 BUMN 
              
38  

              
24  

              
20  

              
34  

              
26  

              
13  

              
16  

              
13  

              
15  

              
21  

              
12    



5 Dana Alokasi Khusus 
                
2  

               
-    

                
2  

                
9  

                
8  

                
5  

                
3  

                
8  

                
9  

                
6  

                
9    

6 Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan 
              
12  

                
9  

              
10  

                
7  

                
7  

                
3  

                
6  

                
9  

                
5  

                
2  

                
1    

7 Dana Pendidikan 
              
22  

                
5  

              
10  

              
11  

              
10  

              
10  

                
6  

              
16  

              
19  

                
7  

                
7    

8 Informasi Kekayaan Pejabat 
                
2  

                
6  

                
2  

                
4  

                
9  

                
4  

                
6  

              
13  

                
8  

                
7  

                
2    

9 Kehutanan 
              
11  

                
3  

                
9  

                
6  

                
7  

                
2  

                
4  

              
10  

                
9  

                
9  

                
3    

10 Lelang/Pengadaan Barang dan Jasa 
              
30  

              
11  

              
31  

              
41  

              
43  

              
53  

              
65  

              
67  

              
45  

              
46  

              
39    

11 Pelaksanaan Proyek 
              
24  

                
3  

              
31  

              
32  

              
32  

              
22  

              
45  

              
83  

              
72  

              
67  

              
68    

12 Pelayanan Publik 
              
14  

                
4  

              
20  

              
13  

              
20  

              
18  

              
24  

              
42  

              
51  

              
38  

              
22    

13 Pembayaran gaji, tunjangan 
                
2  

                
2  

                
6  

              
10  

                
6  

                
4  

                
7  

                
9  

                
6  

              
10  

                
4    

14 Pemilu kepala daerah 
                
7  

                
5  

                
8  

                
4  

               
-    

                
5  

                
4  

               
-    

                
3  

                
1  

               
-      

15 Penanganan Perkara Hukum 
              
94  

            
109  

              
99  

              
96  

            
118  

            
103  

            
131  

            
149  

            
140  

            
168  

            
124    

16 Pengelolaan Aset/Keuangan  
              
10  

                
1  

              
18  

              
20  

              
30  

              
28  

              
40  

              
77  

              
81  

              
70  

              
55    

17 Perdata 
              
15  

                
3  

              
42  

              
51  

              
36  

              
20  

              
32  

              
65  

              
33  

              
59  

              
27    

18 Pertambangan 
                
7  

                
4  

                
9  

              
12  

                
8  

                
4  

                
2  

                
6  

                
2  

              
13  

                
4    

19 Pertanahan 
              
66  

              
46  

              
74  

              
68  

              
71  

              
34  

              
33  

              
55  

              
38  

              
53  

              
56    

20 Pidana Umum 
                
7  

                
1  

              
12  

              
13  

                
5  

                
7  

              
20  

              
30  

              
19  

              
14  

              
11    



21 Rekrutmen Pegawai 
              
59  

              
15  

              
29  

              
15  

              
24  

              
14  

              
21  

              
15  

              
16  

              
27  

              
23    

22 Swasta 
              
39  

              
50  

              
45  

              
51  

              
60  

              
22  

              
30  

              
17  

              
11  

              
27  

              
22    

Total 
            
673  

            
553  

            
746  

            
679  

            
701  

            
443  

            
575  

            
752  

            
623  

            
738  

            
571  

               
-    

*) Satu pengaduan dapat lebih dari satu kategori                         
 

 

 

6. PENINDAKAN 

a. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 80 87 96 114 962 

Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 118 685 

Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 50 62 76 94 559 

Inkracht   5 14 19 23 37 34 34 28 40 45 38 71 73 461 

Eksekusi   4 13 23 24 37 36 34 32 44 48 38 81 76 490 

 

 

b. KASUS BERDASARKAN: JENIS PERKARA, JABATAN DAN INSTANSI 

JENIS PERKARA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JUMLAH 

Pengadaan 
Barang/Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 14 14 15 171 

Perizinan     5 1 3 1       3 5 1 1 2 22 

Penyuapan   7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 38 79 93 396 

Pungutan/Pemerasan     7 2 3     0   1 6 1 1   21 

Penyalahgunaan 
Anggaran     5 3 10 8 5 4 3   4 2 1 1 46 

TPPU                 1 7 5 1 3 5 22 

Merintangi Proses 
KPK                 2   3     2 7 



JUMLAH 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 118 685 

 

NO JABATAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JUMLAH 

1 Anggota DPR dan DPRD       2 7 8 27 5 16 8 9 19 23 20 144 

2 Kepala Lembaga/Kementerian   1 1   1 1 2   1 4 9 3 2   25 

3 Duta Besar       2 1   1               4 

4 Komisioner   3 2 1 1                   7 

5 Gubernur 1   2 1 1 2 1     2 3 3 1 1 18 

6 Walikota/Bupati dan Wakil     3 6 6 5 4 3 3 3 12 4 9 11 69 

7 Eselon I, II, III dan IV 2 9 15 10 22 14 12 15 8 6 2 7 10 43 175 

8 Hakim             1 2 2 3 2 3 1 3 17 

9 Jaksa         1     2         3 1 7 

10 Polisi                 1 1         2 

11 Pengacara   2         1         2 1   6 

12 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 16 18 28 27 183 

13 Lain-lain   4 1 2 3 4 8 1 2 8 8 3 21 13 78 

14 Korporasi                           1 1 

  JUMLAH 4 23 29 27 55 45 65 38 49 59 61 62 99 120 736 

 

NO INSTANSI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JUMLAH 

1 DPR RI         7 10 7 2 6 2 2 3 15 9 63 

2 Kementerian/Lembaga 1 5 10 12 13 13 16 23 18 46 26 21 39 31 274 

3 BUMN/BUMD   4     2 5 7 3 1     5 11 13 51 

4 Komisi   9 4 2 2   2 1             20 

5 Pemerintah Provinsi 1 1 9 2 5 4   3 13 4 11 18 13 15 99 

6 Pemkab/Pemkot     4 8 18 5 8 7 10 18 19 10 21 50 178 

  JUMLAH 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 118 685 

 

 

c. PENERIMAAN SPDP 



 INSTANSI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Kepolisian 120 171 520 169 191 92 196 220 200 234 273 196 202 350 3.134 

Kejaksaan 297 582 644 437 446 558 1176 1131 767 923 911 876 628 797 10.173 

Total 417 753 1164 606 637 650 1372 1351 967 1157 1184 1072 830 1147 13.307 

 

 

7. ANGGARAN  

UNIT KERJA PAGU REALISASI % 

KPK     849.539.138.000     780.095.061.804  91,8% 

Sekretaris Jenderal     620.113.237.000     583.754.608.461  94,1% 

Biro Humas       8.291.705.000       7.285.684.172  87,9% 

Biro Umum   106.305.478.000      83.006.612.140  78,1% 

Biro Renkeu       2.068.243.000       1.795.736.501  86,8% 

Biro Hukum       4.118.684.000       3.212.550.768  78,0% 

Sekretariat Pimpinan       3.194.944.000       2.818.897.649  88,2% 

Biro SDM   496.134.183.000    485.635.127.231  97,9% 

Deputi Bidang Pencegahan       67.065.807.000       51.179.592.623  76,3% 

Direktorat Dikyanmas     32.050.901.000      24.013.009.865  74,9% 

Set. Pencegahan          928.411.000          310.246.358  33,4% 

Direktorat PP LHKPN     10.049.815.000       8.512.048.091  84,7% 

Direktorat Gratifikasi       6.430.009.000       5.096.305.535  79,3% 

Direktorat Litbang       8.067.671.000       5.708.541.609  70,8% 

Korsup Pencegahan       9.539.000.000       7.539.441.165  79,0% 

Deputi Bidang Penindakan       59.372.816.000       49.018.338.929  82,6% 

Direktorat Penuntutan     14.554.752.000      12.485.267.080  85,8% 

Unit Labuksi       8.468.462.000       6.243.741.720  73,7% 

Korsup Penindakan       9.553.410.000       8.373.949.275  87,7% 

Direktorat Penyelidikan       8.441.735.000       6.625.854.695  78,5% 

Set. Penindakan       1.607.702.000       1.363.984.618  84,8% 

Direktorat Penyidikan     16.746.755.000      13.925.541.541  83,2% 

Deputi Bidang INDA       98.182.664.000       92.319.082.016  94,0% 

Direktorat PINDA     81.067.379.000      77.619.217.752  95,7% 

Direktorat PJKAKI       8.742.836.000       7.641.974.500  87,4% 

Direktorat Monitor       7.792.449.000       6.520.186.013  83,7% 

Set. Inda          580.000.000          537.703.751  92,7% 



Deputi Bidang PIPM         4.804.614.000          3.823.439.775  79,6% 

Set. PIPM          571.062.000          431.156.537  75,5% 

Direktorat Pengaduan Masyarakats       2.800.000.000       2.343.831.043  83,7% 

Direktorat Pengawasan Internal       1.433.552.000       1.048.452.195  73,1% 

 

 

8. SDM 

a. KOMPOSISI: BAGIAN, PENINDAKAN, KELOMPOK JABATAN, STATUS KEPEGAWAIAN 

BIDANG JUMLAH % 

PIMPINAN 5 0,32 

PENCEGAHAN 263 16,89 

PENINDAKAN 352 22,61 

INDA 187 12,01 

PIPM 89 5,72 

SETJEN 661 42,45 

TOTAL 1557 100 

 

STATUS PEGAWAI JUMLAH % 

PIMPINAN 5 0,32 

PEGAWAI TETAP 1050 67,44 

PN DIPEKERJAKAN 220 14,13 

PTT 279 17,92 

PENASIHAT 3 0,19 

TOTAL 1557 100 

 

KELOMPOK JABATAN JUMLAH % 

PIMPINAN 5 0,3 

STRUKTURAL 39 2,5 

SPESIALIS 947 60,8 

ADMINISTRASI 566 36,4 

TOTAL 1557 100 



 

KUALIFIKASI JUMLAH % 

PENYELIDIK * 56 24,14 

PENYIDIK * 93 40,09 

PENUNTUT UMUM * 83 35,78 

TOTAL 232 100 

 


